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Dasar saya adalah Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 33,
perekonomian disusun atas
usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan.

Saya sangat mendukung segala
upaya menggerakkan koperasi
di Indonesia karena koperasi
adalah sarana untuk memlbantu
rakyat dan saudara-saudara kita
yang masih lemah ekonominya.




KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG PANGAN INPRES NO. 9 TAHUN 2025

REPUBLIK INDONESIA

Menko Bidang Pangan mengkoordinasikan:

@

PRESIDI
REPUBLIK INDONESIA

v' Pengendalian percepatan pembentukan 80.000 Koperasi
T Desa/Kelurahan Merah Putih;
v' Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
emmmm——w"—"—" Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang
tergabung dalam Satuan Tugas (SATGAS).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan
berkelanjutan sebagai perwujudan Asta Cita kedua dan pembangunan dari desa
untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam menuju
Indoncsia Emas 2045, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan.
Untuk mewwjudkan hal tersebut, perlu langkah strategis, terpadu, terintegrasi, - .
dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna K/L an te r I I b at

melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/ -

Kelurahan Merah Putih, dengan ini menginstruksikan:

s e erinator Bdang Pange O Menteri Koordinator Bidang Pangan 0 Bappenas
v O Menteri Koperasi O Menteri Sosial
Z; ‘e“‘ O Menteri Desa dan PDT a Menteri BUMN
o e R, O Menteri Keuangan QO Menteri Komunikasi dan Digital
1. Mot Pesacimn T, Mooyl O Menteri Dalam Negeri O Bapanas
1 et Edan, U Mk g d Menteri Kelautan dan Perikanan 0 Badan Gizi Nasional
SR e O Menteri Kesehatan O BPKP
o vo2s2570 O Menteri Pertanian O Para Gubernur dan Walikota
O Mentei Hukum
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v Inpres 09/2025

v Kepres (on progress)
Juklak Menkop No. 1/2025

v Perda/Perkada terkait
Pembetukan Koperasi
Merah Putih (on progress)

=
Modelling 333

v"Mendorong kemandirian
bangsa melalui
swasembada pangan

v Pembangunan desa untuk
pemerataan ekonomi

1. Membangun Koperasi v' APBN
80 OOO Sebagai Pusat Ekonomi Baru v' APBD
® Desa dengan Gudang 2. Mengembangkan v APBDes
Koperasi Desa/Kelurahan Modern dan Enam Koperasi yang sudah ada ¥’ Sumber lain yang sah
Merah Putih Outlet Strategis 3. Revitalisasi Koperasi dan tidak mengikat

yang sudah ada
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Unit Usaha Koperasi

Desa/Kelurahan Merah Putih ¢ Kantor Koperasi
\

+9% KOPERAS!
A
.:ﬂ;.' ﬁggAHpunH

e Gudang/Cold Storage
Klinik Desa

OTIK

DEASA MERAH PUTIH

B Bl ¥ AN TOR KOPERAS!

e Simpan pinjam

\4

Agen Menyerap  DIL..
LPG Gabah /

Ket: gambar ilustrasi 6
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ALUR PEMBENTUKAN KOPERASI
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

Agenda pembahasan:

G Kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih
- Koperasi baru
- Mengembangkan koperasi yang sudah ada
- Revitalisasi Koperasi

a Sumber modal;

e Keanggotaan;
° Struktur organisasi;

Kegiatan utama disesuaikan dengan
kearifan lokal daerah masing-masing.

Pemerintah Desa Bersama Badan
Permusyawaratan Desa menyelenggarakan

Musyawarah Desa Khusus
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KEMENTERIAN
PERTANIAN

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KEMENTERIAN
KESEHATAN

Tkoperasi |
BEE
9 20 Koperasi (Binaan KKP)

KOPERASI |

Fkoperasi |

on
83,763 Desa/kel

Unit Pelayanan Kesehatan di

Desa/Kelurahan

(Puskesmas pembantu dan Pos
._Kesehatan Desa) ‘

785 _ 542 Poktan dan

Gapoktan

20.000
Kelompok Usaha
Kelautan dan
Perikanan potensial

Berbentuk Badan Hukum
Koperasi : 5.063

*Sumber: Data Rakor sosialisasi di Kemenko Pangan 14 s.d 17 April 8
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Mengembangkan
Koperasi yang
Sudah Ada

Revitalisasi
Koperasi yang
Tidak Aktif

Membangun
Koperasi Baru

KANTOR DESA

KOPERASI |

.
4.641

31.213 Desa/kel

yang terdapat koperasi

52,266 Desa/kel

belum terdapat KUD
koperasi Non Aktif
‘“ 4.225 ‘ 26.988
KUD Aktif Non-KUD Aktif
\. V.
Sumber: Data Online Data System Kemenkop (09 April 2025) g,



MODEL BISNIS APOTIK DESA DI INDIA

Pemerintah India meluncurkan apotek Jan Aushadhi Kendra dengan
tujuan menyediakan obat generik berkualitas dengan harga
terjangkau dan meningkatkan akses bagi masyarakat

Phqﬁlcy 4 '
T | 14.589 gerai l —:I luas gerai 11,15 m?
]

4+—>

o8t
E@ margin 20% 50-90% lebih murah

@ Insentif Pemerintah India 90 juta/outlet,
[[=~ ferdapat insentif tambahan untuk apotek
yang dibuka oleh perempuan dan

penyandang disabilitas 38 juta/outlet

-: Kemenkes
Data per 31 Desember 2024



PEMBAGIAN WILAYAH

Jabatan dalam Inpres Penanggung Jawab WIEYEL

Ketua Pelaksana Harian | Wakil Menteri Dalam Negeri meliputi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa
Barat, Aceh, Lampung, Bangka Belitung, Sumatera

Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau,
Sumatera Selatan, dan Jambi

Ketua Pelaksana Harian Il Wakil Menteri Pertanian meliputi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa
Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan

Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur

Ketua Pelaksana Harian lll Wakil Menteri Koperasi meliputi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa
Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara
Barat
Ketua Pelaksana Harian IV Wakil Menteri Desa dan meliputi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jakarta,

Pembangunan Daerah Tertinggal Banten, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo,
Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua

Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan n




Kemenkopangan.go.id @Kemenkopangan.ri



STRUKTUR SATGAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

KETUA SATGAS NASIONAL
PEMBENTUKAN KOPDES MERAH PUTIH

MENKO BIDANG PANGAN

i

- ~ ¥

ANGGOTA:

B e Jabatan dalam Inpres Penanggung Jawab Wilayah
MENBUMN, KABAPANAS, KABGN, KABPKP, PARA KEPALA
DAERAH
|
SATGAS PELAKSANA HARIAN NASIONAL Ketua Pelaksana Harian | Wakil Menteri Dalam Negeri meliputi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa
KETUA Barat, Aceh, Lampung, Bangka Belitung, Sumatera
PE::;SA»:NA Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau,
FUNGSIONAL Sumatera Selatan, dan Jambi
(WAMEN
KEUANGAN,
WAMEN
"";S:E“:I;: Ketua Pelaksana Harian Il Wakil Menteri Pertanian meliputi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa
WAWMEN BUMN) Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan
SEKRETARIAT SATGAS PELAKSANA HARIAN NASIONAL Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat,
KETUA SEKRETARIAT Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur
PELAKSANA HARIAN
NASIONAL
SESMEKS BDANG Ketua Pelaksana Harian Il Wakil Menteri Koperasi meliputi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa
Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara
Barat
PERDAGANGAN DAN Ketua Pelaksana Harian IV Wakil Menteri Desa dan meliputi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jakarta,
. Pembangunan Daerah Tertinggal Banten, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo,
ANGGOTA: Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua

UNIT KERJA DAN PEJABAT ESELON |

e i Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan a




Pelayanan pada Klinik dan Apotek Desa

Unit Pelayanan Kesehatan Desa/Kelurahan

Klinik Desa Apotek Desa
Minimal :
e e 2Tenaga Kesehatan : 1 perawat dan 1 bidan e 1Tenaga Kefarmasian, dan
- e 2 Kader Kesehatan e 1Tenaga pendukung

ST LEEDEWERVENTEEN o 1 Perawat dan/atau Mantri

¢ Memanfaatkan bangunan, sarana, prasarana serta alat kesehatan UPKD/Kyang ada di Desa/Kelurahan
e Ketentuan ruang Apotek Desa: Rak obat (menempel di dinding, termasuk lemari narkotika & psikotropika); Meja racik; Rak
Pembatas (bisa diakses dari bagian depan dan belakang); Counter / etalase depan; Gudang

Paket layanan terstandar sesuai siklus hidup: Layanan obat program pemerintah : TBC, HIV, malaria, dll.

e Skrining , edukasi kesehatan

Vaksinasi / Imunisasi

Pengobatan terbatas

Laboratorium dengan PoCT* (tes cepat)

e Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)

Pelayanan Kegiatan pemberdayaan di bidang kesehatan: Layanan konseling, informasi dan edukasi obat
Standar e Perencanaan desa

e Pemberdayaan masyarakat desa

e Pembinaan teknis Posyandu

e Kunjungan rumah

Layanan obat dan alat kesehatan komersial :
Pengembangan e Kesehatan Tradisional e Obat resep dokter
Layanan e Layanan Dokter Obat bebas dan bebas terbatas
Obat herbal
Vitamin dan suplemen kesehatan
Alat kesehatan sederhana (Thermometer, kasa, plester, dll)

l{ Kemenkes

*Point-of-Care Testing
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